
BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR al TAHUN 2020

TERTAHG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGRAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Mfninbang  :   a.     bahwa beberapa ketenfuan dalam peraturan Bupati Rembang
Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Peran8kat
Dacrah Kabupaten Rembang tidak sesual dengan Peraturari
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan  Atas   Peraturan   Daerah  \Kabupaten   Rembang
Nomor   2   Tahun   2016   tentang   Rencana   Pembangunan
Jan8]ca Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-
2021;

b.     bahwa  berdasarfan  ketentuan  dalam  Pasal   13   ayat   (1)
Peraturan.  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan   Dacrah,   Tata   Cara   Evaluasi   Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang    Dacrah    dan    Rencana   Pembangunan    Jangka
Menengah  Dacrah,   serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana
Pembangunan      Jangka      Panjang      Daerah,      Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keq.a
Pemerintah   Daerah,   Renstra  Perangkat   Daerah   disusun
berpedoman kepada RPJMD;

C. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dinaksud
dalam huruf a dan  humf b,  perlu  menetapkan  Peraturan
Bupati tentang Perubahan alas Peraturan Bupati Rembang
tentang  Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Rembang Tahun 2016T2021 ;

Mengingat   :     1.     Undang+.Undang      Nomor      13      Tahun      1950      tentang
Pembenfukan Daerahrdaerah Kabupaten dalarn Lingivngan
FTopinsi Djawa Tengah;

2.     Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004   tentang  Sistem
Perencanaan   Pembangunan   Nasional   {Lembaran   Negara
Republik  indonesia  Tahun  2004   Nomor   104,   Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.     Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5586)   sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali   terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   9   Tahun   2015   tentang
Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014    tentang    Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2015   Nomor   58,   Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5769);

4.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2006  tentang Tata
Cara   Pengendalian   dan   Evaluasi   Pelaksanaan   Rencana
Pembangunan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2006   Nomor   96,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4663);

5.     Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman
Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    8    Tahun    2008    tentang
Tahapan,  Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan    Rencana   Pembangunan    Daerah    (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

7.     Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   13   Tahun   2006
ten tang       Ped oman       Pengelolaan       Ke u angan       D aerah
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   21   Tahun   2011
tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri Nomor  13 Tahun   2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011  Nomor 310);

8.      Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   80   Tahun   2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun  2015  Nomor  2036)  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam  Negeri  Nomor 80  Tahun  2015  tentang Pembentukan
Produk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor  157);

9.     Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   86   Tahun   2017
tentang Tata Cara Perencanaan,  Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan    Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi   Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang    Daerah    dan    Rencana    Pembangunan    Jangka
Menengah   Daerah,   serta  Tata   Cara   Perubahari   Rencana
Pembangu n an      J angka      Panj ang      D ae rah ,       Re ncana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor  1312);



10.   Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor  1 Tahun 2010
tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah
(RPJPD)  Kabupaten  Rembang Tahun  2005-2025  (Lembaran
Daerah    Kabupaten    Rembang    Tahun    2010    Nomor     1,
Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor
92);

11.   Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah
Kabupaten  Rembang  Tahun  2016-2021  (Lembaran  Daerah
Kabupaten   Rembang   Tahun   2016   Nomor   2,   Tambahan
Lembaran     Daerah     Kabupaten     Rembang     Nomor     127)
sebagaimana    telah    diubah    dengan    Peraturan    Daerah
Kabupaten    Rembang    Nomor    6    Tahun    2019    tentang
Perubahan   atas   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Rembang
Nomor   2   Tahun   2016   tentarig   Rencana   Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-
2021  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Rembang  Tahun  2019
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Nomor  143);

12.   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Rembang   Nomor   5  Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun    2016    Nomor    5,    Tambahan    Lembaran    Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 128);

13.   Peraturan  Bupati  Rembang  Nomor  28  Tahun  2017  tentang
Tata  Cara  Pembentukari  Peraturan  Bupati  dan  Keputusan
Bupati   (Berita  Daerah   Kabupaten   Rembang  Tahun   2017
Nomor 28) ;

14.   Peraturan  Bupati  Rembang  Nomor  23  Tahun  2019  tentang
Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Rembang
Tahun 2016-2021  (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:         PERATURAN        BUPATI        TENTANG        PERUBAHAN       ATAS
PERATURAN   BUPATI    REMBANG   NOMOR   23   TAHUN   2019
TENTANG     RENCANA     STRATEGIS     PERANGKAT     DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati  Rembang Nomor
23  Tahun  2019  tentang  Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah
Kabupaten     Rembang    Tahun     2016-2021     (Berita    Daerah
Kabupaten  Rembang  Tahun  2019  Nomor  23)  diubah  sebagai
berikut :

Ketentuan     dalam     Lampiran     diubah     sehingga    berbunyi
sebagaimana tercantum dalam:
a.        Lampiran   I   Renstra   Dinas   Pendidikan,   Pemuda   dan

Olahraga;



Lampiran 11 Renstra Dinas Kesehatan;
Lampiran Ill Renstra RSUD dr. R. Soetrasno;
Lampiran    IV   Renstra   Dinas    Pekerjaan    Umum   dan
Penataan Ruang;
Lampiran  V   Renstra  Dinas   Perumahan   dan   Kawasan
Permukiman;

f.        Lampiran vI Renstra satuan polisi pamong praja;
9.        Lampiran  VII  Renstra  Renstra  Kantor  Kesatuan  Bangsa

Politik dan Perlindungan Masyarakat;
h.       Lampiran  VIII  Renstra  Badan  Penanggulangan  Bencana

Daerah;
i.         Lampiran    IX    Renstra    Dinas    Sosial,    Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana;
Lampiran X Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Atap dan Tenaga Kerja;

k.       Lampiran xI Renstra Dinas pertanian dan pangan;
1.         Lampiran XII Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
in.      Lampiran    XIII     Renstra    Dinas    Kependudukan    dan

Pencatatan Sipil;
n.       Lampiran  XIV  Renstra  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat

dan Desa;
o.        Lampiran xv Renstra Dinas perhubungan;
p.        Lampiran      XVI      Renstra      Dinas      Komunikasi      dan

Informatika;
q.        Lampiran XVII Renstra Dinas Kebudayaan dan pariwisata;
r.        Lampiran    XVIII    Renstra    Dinas    Perpustakaan    dan

Kearsipan;
s.        Lampiran XIX Renstra Dinas Kelautan dan perikanan;
t.        Lampiran XX Renstra Dinas Perindustrian,  Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
u.       Lampiran XXI Renstra sektretariat Daerah;
v.        Lampiran   XXII   Renstra   Sekretariat   Dewan   Perwakilan

Rakyat Daerah;
w.       Lampiran XXIII Renstra Kecamatan Rembang;
x.        Lampiran XXIV Renstra Kecamatan Kaliori
y.       Lampiran xxv Renstra Kecamatan sulang;
z.        Lampiran xxvI Renstra Kecamatan sumber;
aa.  .   Lampiran XXVII Renstra Kecamatan Bulu;
bb.     Lampiran xxvIII Renstra Kecamatan Lasem;
cc.      Lampiran XXIX Renstra Kecamatan pancur;
dd.     Lampiran xxx Renstra Kecamatan sluke;
ee.      Lalnpiran xxxI Renstra Kecamatan pamotan;
ff.       Lampiran xxxII Renstra Kecamatan Gunem;
gg.      Lampiran xxxIII Renstra Kecamatan sale;
hh.     Lampiran xxxIV Renstra Kecamatan Kragan;
ii.       Lampiran xxxvRenstra Kecamatan sedan;
jj.       Lampiran xxxvI Renstra Kecamatan sarang;
kk.     Lampiran xxxvII Renstra Inspektorat;
11.        Lampiran      XXXVIII      Renstra      Badan      Perencanaan

Pembangunan Daerah;
mm.   Lampiran XXXIX Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah;
nn.     Lampiran xL Renstra Badan Kepegawaian Daerah
merupakan   bagian   yang   tidak   terpisahkan   dari   Peraturan
Bupati ini.



Pasal n

Peraturan Bupati ini mutai bedalm pada tanggal diundan8kan.

Agar setiap orang mrmgctahui, memrfutahkan pengundangan Pera:turan Bupati
ini dengrn penempatannya delam Berifa Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetaifedit;€%b#9cO

Bup#TI -rtyENG,

AEDun HAFmz

Diundan8l=an di Rembang
Pada tanggal |5 t`I.FT5  9cola

H.~SEsmET      S DAERAII

ImBLIFREH REREanG THiHtJH 2020 NOMOR  9`


